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1Pendahuluan
A. Latar Belakang dan Masalah
Kelaparan menyiratkan kemiskinan. Sejarah kelaparan seperti halnya dari rasa lapar yang reguler adalah suatu keadaan yang  mendarah daging tak mengenal kasihan dan kedengkian.  Kelaparan  dalam hal ini memuat pengertian  yang lebih luas tentang orang-orang  yang tak mempunyai makanan yang cukup, Kelaparan adalah suatu penjelmaan yang terutama sekali menyebabkan kematian yang tersebar luas (bandingkan pada Schepper-Huges, 1982). Dalam menganalisis kelaparan secara umum, adalah penting menjelaskan pembedaan antara tiga isu  berbeda 1) rendahnya tingkat konsumsi makanan; 2)  kecenderungan kemerosotan  konsumsi makanan; dan 3) mendadak roboh dari tingkat komsumsi makanan. Kelaparan adalah terutama suatu permasalahan dalam yang ketiga, dan dapat sungguh-sungguh- jadilah dibantu oleh gambaran dua hal pertama itu, hal itu sering cara itu tidak bekerja (bandingkan pada Sen, 1982) . 


Mereka lapar karena mereka miskin. Istilah kemiskinan harus diakui sudah banyak ditulis sejumlah ahli. Di antara sejumlah tulisan itu, sebagaian besar tolok ukur  menentukan keadaan kemiskinan adalah bertolak kondisi fisiknya – baik persoalan lingkungan tempat tinggal dan perumahan, bahan makanan yang dikonsumusi, maupun pakaian yang dikenakan (lihat Dicksen, 1977: 88,  Goshe dan Keith Griffin, 1980:545, Hall dan James Midgley, 2004:14, Fukuyama, 2004:12, dan Sar, 1980:2). Padahal, kemiskinan juga bisa dilihat dari kemampuan si pelaku dalam mendapat akses pelayanan sosial baik menyakut pelayanan kesehatan pendidikan, bahkan akses pelayanan politik (lihat Friedman, 1979:101, Lawang, 2002, Macarow, 2003:23, dan Suparlan, 2004: 74-76). Sedangkan,   suatu pendekatan yang berbeda tentang kemiskinan antara lain telah diterapkan Oscar Lewis (1959 dan 1966) yang memandang kemiskinan sebagai keadaan kebudayaan. Dia mengembangkan konsep culture of poverty dalam dua karangannya tersebut. Dengan memandang  memandang kemiskinan sebagai suatu keadaan kebudayaan, kita dapat mengacu pada wujud kemiskinan. Wujud kemiskinan yang paling konkret adalah materi fisiknya, yang sekaligus menyangkut aspek ekonominya.


Dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu ekonomi. Pemahaman konsep kemiskinan digunakan sebagai tolok ukur fisik, yang menggunakan pengukuran pendapatan per waktu kerja sebulan. Artinya dengan pengukuran tersebut akan mendapat angka-angka konkret tentang jumlah orang miskin yang ada  di suatu masyarakat, dan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan. Akan tetapi, sepeti juga kebudayaan, kemiskinan dapat berwujud pada perilaku dan sikap yang bisa jadi tidak tampak secara eksplisit. Artinya, kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari faktor fisik semata. Karena manusia dapat saja berperilaku dan bersikap kaya, walaupun sebenarnya mereka miskin. Demikian juga sebaliknya. Pertanyataan yang muncul adalah, apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan?


Pada tahun 1970 sejumlah bank dagang memperluas pinjaman ke negara-negara berkembang dan negara yang baru merdeka. Awalnya mereka memberi pinjaman dengan suku bunga rendah, ketika suku bunga dinaikkan pada awal tahun 1980-an, negara-negara peminjam tiba-tiba memiliki hutang yang sangat besar dan tidak mampu membayar hutangnya yang melambung tinggi. Banyak negara-negara secara serentak berhutang besar kepada Bank Dunia. IMF akhirnya dapat memegang kendali, dan model perekonomian diarahkan pada pengintegrasian setiap perekonomian nasional ke dalam pasar global  atau pasar bebas. Pasar bebas mendapatkan perlawanan di berbagai negara, sebut saja Afrika Selatan tahun 2000, Aljazair 1988, Amerika Serikat tahun 1999, Argentina tahun 2000, Australia tahun 2000, Bangladesh tahun 2000, Benin tahun 1985, Bolivia 1985, Brazil tahun 2000 dan banyak lagi puluhan negara menentang (lihat Laporan Bank Dunia 1999). Tak terkecuali Indonesia, pasar bebas telah membawa bangsa ini pada bertambahnya  daftar masyarakat miskin. Keterpurukan ini membawa perubahan yang besar pada kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar bebas yang seolah-olah semarak dengan barang-barang yang beraneka ragam yang melimpah, namun kekurangan daya beli yang mengakibatkan kompetisi terlalu tinggi. 


Berbagai kebijakan globalisasi ekonomi, seperti yang dibuat oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO, lebih menekankan produksi pangan untuk ekspor ketimbang untuk konsumsi lokal. Petani-petani gurem, yang sebelumnya mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dan juga komunitas-komunitasnya, dipaksa meninggalkan tanah ladang mereka. Tanah ladang mereka lantas diganti oleh agribisnis berskala besar yang menghasilkan barang-barang mewah berkeuntungan tinggi, seperti kapas, daging sapi, bunga, dan “sayuran eksotik” (Laporan Bank Dunia, 1999). Barang-barang tersebut, tak lain ditujukan untuk kepentingan ekspor ke negara-negara kaya. Sejumlah petani yang dulu mampu berswasembada terpaksa berpindah ke kota. Padahal, kota biasanya lebih cenderung mengakomodasi sektor industri dan jasa dibanding sektor agraris yang dikuasai para petani tersebut, maka terciptalah kondisi yang disebut sebagai kemiskinan di perkotaan. 


Kemiskinan di perkotaan – terutama yang terjadi di Indonesia – pada dasarnya bermula dari terjadinya kemiskinan di pedesaan. Menurut sejumlah ahli, masalah tenaga kerja dan urbanisasi sehingga menciptakan kemiskinan di perkotaan berkaitan erat dengan munculnya kemiskinan di pedesaan (bandingkan pada Boiroh, 1973, Breman, 1980, dan Sayogo, 2002). Bahkan, Sayogo (2002) mencatat, kemiskinan di pedesaan dibuktikan dengan menurunnya jumlah penduduk yang tetap bekerja sebagai petani dan buruh tani. Bertolak dari data satuan rumah tangga, antara tahun 1975 dan 1993  terdapat gambaran bahwa jumlah petani turun dari 48% ke 30%, buruh tani turun dari 12% ke 10%, sebaliknya bukan-petani di desa naik dari 18% ke 22%. Di lingkungan kota, golongan bukan-petani juga meningkat dari 15% menjadi 24%.
 


Berdasarkan prediksi United Nation (1995:81), penduduk Indonesia akan berada di kota pada tahun 2025 mencapai 60,7 persen, sedangkan sisanya 30,9 persen masih tetap berada di desa. Bahkan,  Jakarta misalnya,  diprediksi pada tahun 2015 akan menempati posisi nomor lima di antara kota-kota raksasa dunia dengan penduduk 21,2 juta jiwa. Tekanan penduduk yang begitu besar di kota, menimbulkan berbagai persoalan – baik menyangkut jumlah orang yang memperebutkan tempat tinggal maupun mata mata pencaharian – yang pada akhirnya menciptakan kondisi kemisikinan di perkotaan.


Kota akan diisi orang-orang desa dengan kultur agraris (lihat Kemp, 1990). Arus urbanisasi secara terus menerus, akibat tidak ada lagi lahan pekerjaan di desa membuat kondisi kemiskinan di perkotaan. Para petani melakukan urbanisasi ke kota dan memilih pekerjaan  baru di perkotaan pada dasarnya telah terjadi penyesuaian struktural. Dalam kasus migrasi petani Jawa misalnya, pengalihan dari pertanian telah membuat pendapatan dan curahan tenaga petani meningkat. Padahal, latar belakang orang-orang desa yang berkultur agraris itu akan bebenturan dengan gaya kehidupan industri di perkotaan. Hal itu, tentu bertolak dari kenyataan bahwa tidak semua penduduk kota terlibat atau memperoleh pekerjaan dari pabrik, atau perusahaan, atau kantor pemerintah, yang lazim disebut sektor formal. Justru tidak sedikit di antara penduduk kota yang tertampung di sektor bukan formal, atau lazim disebut sektor informal. Jika bertolak dari pendapat tersebut, lalu apa yang menentukan perbedaan antara sektor formal dengan sektor informal?


Jan Breman (1980:1-35) berpendapat sektor formal digunakan dalam pengertian pekerja bergaji, seperti pekerjaan dalam industri dan kantor pemerintah. Hal itu  meliputi: (a) sejumlah pekerjaan yang saling berhubungan dan merupakan bagian dari struktur pekerjaan yang terjalin  secara terorganisasi; (b) pekerjaan yang secara resmi terdaftar  statistik perekonomian; dan (c) syarat-syarat bekerja dilindungi oleh hukum. Sedangkan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dimasukkan dalam istilah sektor informal (suatu istilah yang mencakup pengertian berbagai kegiatan yang dalam istilah umum disebut sebagai “usaha sendiri”). Sektor informal biasanya sulit dicacah dan sering terlupakan dalam sensus resmi. Sektor informal seringkali didefinisikan sebagai usaha-usahan tingkah rendahan yang hanya membutuhkan sedikit modal dan digambarankan ketidakmenentuan pekerjaan dan pendapatan (bandingkan pada Sanchez (1981: 144-158). Jenis pekerjaan yang termasuk dalam sektor informal antara lain adalah, pedagang kaki lima, penjual koran, penyemir sepatu, penjaga kios, pengemis, pelacur, dan yang lain.

Di antara sejumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam sektor informal tersebut, ternyata jenis pedagang kaki limalah, yang dianggap sejumlah ahli ilmu sosial  keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerjaan yang penting dan nyata di sejumlah negara berkembang dan mampu memecahkan tingkat kemiskinan di perkotaan (bandingkan pada Bromley, 1978 dan Sanchez, dkk. 1981). 


Berdasarkan sejumlah gambaran tersebut, maka dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji topik keberadaan pedagang kaki lima. Topik ini dipilih dengan dua pertimbangan sebagai berikut: Pertama, keberadaan pedagang kaki lima sangat menandai dinamika dan mobilitas di perkotaan (Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin). Bahkan, Kedua, keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu di antara sejumlah usaha di sektor informal yang kehadirannya menjadi “jawaban terakhir” proses pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dalam sektor industri dan kemiskinan di lingkungan perkotaan.

Sejumlah pendapat mengungkapkan, di satu sisi pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha di sektor informal yang mampu mengatasi kemiskinan perkotaan – karena ia yang padat karya (membutuhkan modal yang tidak terlalu besar), mandiri, bersifat kewiraswastaan, dan tak terlalu banyak menggantungkan pada uluran tangan pemerintah (bandingkan pada Broomley, 1978).
 Akan tetapi, di sisi lain, pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang rawan terhadap sejumlah resiko, ketidakmenentuan usaha, keamanan (diperas petugas keamanan dan preman), bertentangan dengan penataan kota (dikejar-kejar petugas pemerintah karena menciptakan kesemrawutan lingkungan), maupun munculnya persaingan tidak sehat (bandingkan pada McGee.1973).

Dari sinilah muncul pertanyaan penelitian: Mengapa para pedagang kaki lima tetap bertahan mengembangkan usahanya, padahal pekerjaan tersebut sangat rawan terhadap sejumlah resiko, baik menyangkut kenyamanan, keamanan, dan persaingan yang tidak sehat?
 B. Rumusan Masalah
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dirumuskan dalam sejumlah hipotesis.  Hipotesis berikut sebagai jawaban sementara yang tujuannnya tidak untuk diuji, tetapi sebagai pemandu pada penelitian lapangan. 

Pertama, pedagang kaki lima merupakan usaha yang tidak permanen dan menguntungkan secara ekonomi. Jika pedagang kaki lima merupakan usaha yang tidak permanen, maka sewaktu-waktu pekerjaan itu jika tidak menguntungkan secara ekonomis akan mudah ditinggalkan atau berganti usaha lain. Akan tetapi, jika pekerjaan itu menguntungan secara ekonomis, maka sejumlah resiko akan dihadapi demi mengembangkan usaha tersebut. Jika sejumlah resiko akan dihadapi demi mengembangkan usaha tersebut, maka dibutuhkan sejumlah strategi bagi para pedagang kaki lima dalam mengatasi resiko tersebut (bandingkan pada  Broomley, 1978, Lukman, 1995, Munir, 1993, dan Saleh, 1995)

Kedua, menekuni usaha sebagai pedagang kaki lima tidak membutuhkan pendidikan yang terlalu tinggi. Jika latar belakang pendidikan tidak menjadi persyaratan utama, maka sebenarnya pekerjaan sebagai pedagang kaki lima bisa dilakukan oleh siapa saja.  Jika pekerjaan sebagai pedagang kaki lima bisa dilakukan oleh siapa saja, maka para urbanis dari desa yang berlatar belakang petani pun bisa menekuni usaha pedagang kaki lima. Jika  urbanis dari desa yang berlatar belakang petani pun bisa menekuni usaha pedagang kaki lima, maka kemampuan untuk menjalankan usaha – yang berbeda dengan sektor agraris – harus dilakukan melalui pemagangan. Jika kemampuan menjalankan usaha sebagai pedagang kaki lima harus dilakukan dengan pemagangan, maka diperlukan adanya seseorang penampung yang bisa dijadikan sarana belajar bagi calon pedagang kaki lima. Jika calon pedagang kaki lima membutuhkan seseorang penampung yang dapat dijadikan sarana belajar mereka, maka keluarga terdekatlah yang bisanya menerima kehadiran mereka  (bandingkan pada Ali, 1989,  Bairoh, 1973, Breman, 1980, dan Latief, 1977).

Ketiga, berusaha sebagai pedagang kaki lima biasanya tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Jika mengembangkan usaha pedagang kaki lima tidak membutuhkan modal besar, maka dengan kemampuan modal keuangan sendiri atau bantuan keluarga  dapat  mendorong seseorang menjadi pedagang kaki lima. Jika seseorang membuka usaha sebagai pedagang kaki lima hanya dengan modal sendiri, maka keberadaan pedagang kaki lima sebenarnya keberadaan pedagang kaki lima bisa disikapi sebagai jenis usaha yang mandiri. Jika seseorang membuka usaha sebagai pedagang kaki lima dengan modal bantuan keluarga, maka resiko kerugian serta pengembangan usaha akan ditanggung bersama anggota keluarga tersebut. Jika resiko kerugian serta pengembangan usaha akan ditanggung bersama anggota keluarga, maka maka masing-masing anggota keluarga  yang menekuni pekerjaan pedagang kaki lima akan berusaha mengembangkan strategi bersama (bandingkan pada Ernawati, 1995, Jamuin, 2000, Ramli, 1992, Salim 1993,  dan Suharyanti.dkk, 1995)

C. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini akan mengkaji secara kualitatif mengenai bagaimana strategi bertahan pedagang kaki lima dalam  menandai dinamika kegiatan ekonomi di perkotaan (Jakarta). Tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah tersajikannya lukisan mendalam mengenai pola-pola usaha di sektor informal, serta penciptaan  jaringan sosial di antara keluarga pedagang dalam rangka mengisi lapangan pekerjaan di perkotaan. 
D. Metode Penelitian

D.1. Jenis Data Yang Dikumpulkan 
Data  yang  akan dikumpulkan adalah data sekunder  dan data primer.  Data sekunder berupa sejumlah referensi secara tertulis tentang keberadaan pedagang kaki lima, terutama di perkotaan. Data  primer berupa data tentang perekonomian keluarga pedagang kaki lima  dan pola-pola adaptasi yang dikembangkan keluarga tersebut dalam menghadapi  lingkungan dan sumber daya yang ada, dan (2) data historis kehidupan keluarga pedagang kaki lima serta kondisi rumah tangga mereka dalam  mengem​bangkan usahanya 

D.2.  Lokasi  Penelitian dan Kriteria Informan

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di seputar pekantoran Jalan Gatot Subroto DKI Jakarta. Ada beberapa pertimbangan terpilihnya lokasi tersebut: Pertama, hampir sejumlah penelitian tentang pedagang kaki lima yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu memilih lokasi di seperti teminal, stasiun, pasar, dan pusat keramaian yang lain. Kedua, kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan perkantoran – kelas menengah ke atas (?)—bukan kawasan pedagangan, sehingga dari kawasan tersebut akan terlihat siapa saja sebenarnya  yang menjadi konsumen para pedagang kaki lima. Ketiga, di hampir semua perkantoran di lokasi tersebut juga menyediakan kebutuhan yang sebagian dijajakan pedagang kaki lima, baik melalui koperasi maupun kantin kantor, tetapi mengapa di sana juga terdapat sejumlah pedagang kaki lima. 

Sedangkan informan yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah keluarga pedagang kaki lima membuka usaha di lokasi penelitian tersebut dengan kriteria sebagai berikut: (1) berlatarbelakang keluarga petani, (2) meninggalkan pekerjaannya sebagai petani mengalihkan pekerjaannya ke sektor informal, dan (3) menekuni pekerjaan yang sama dengan anggota keluarga yang lain sebagai pedagang kaki lima. 

 
D.3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua  cara,  yakni: (1) lewat membaca  sumber-sumber  kepustakaan atau  penggunaan bahan-bahan tertulis yang dipandang  relevan dengan masalah penelitian; dan (2) dengan melakukan penelitian lapangan (field work). Penggunaan bahan-bahan tertulis ditujukan untuk menun​jang data lapangan. Di samping itu, bahan-bahan  tertulis juga membantu peneliti mendapatkan teori-teori dan  konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahu​lu. Dari bahan tertulis akan diperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang sedang dikaji, menghindarkan dari duplikasi penelitian, serta dapat mengungkapkan  pikiran secara sistematis dan kritis. Dalam kaitannya  dengan  topik penelitian ini, maka bahan tertulis yang peneliti kumpulkan berupa tulisan-tulisan yang dimuat  di media massa, laporan-laporan penelitian,  jurnal-jurnal, dan buku-buku yang  berkaitan dengan masalah kemiskinan perkotaan,  sektor informal dan  pedagang kaki lima. 


Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian lapangan dapat dilakukan dalam  dua tahapan utama, antara lain: Pertama, tahap orientasi dan eksplorasi yang  bersifat menyeluruh, atau menurut istilah Spradley (1980: 73-80), disebut sebagai grand tour observation. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara, dialog, atau diskusi-diskusi berbagai hal yang umum. Pada tahap inilah peneliti membangun hubungan dengan  subjek yang diteliti  secara  jujur  dan saling menukar  informasi secara terbuka (bandingkan pada Bogdan, 1984). Kedua,  adalah tahap observasi secara terfokus,  yakni peneliti cenderung memfokuskan pengamatannya pada  topik penelitian.


Untuk mendukung tahap-tahap tersebut maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data, dengan cara wawancara (mendalam) dan observasi (langsung maupun  tak langsung). Pengumpulan data dengan teknik wawancara (interview) digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari informan. Wawancara dilakukan dengan tujuan mengumpulkan keterangan tentang pandangan hidup informan, serta pendirian-pendiriannya guna membantu pelaksanaan observasi (bandingkan pada Koentjaraningrat, 1993:129-157). 

D.4. Teknik Analisis Data 

Penelitian  ini akan bersifat menggambarkan atau  melu​kiskan  keadaan subjek penelitian berdasarkan  data  yang telah didapatkan. Atau dengan kata lain, sifat data  yang digali  lebih ditekankan pada konsep emik, yakni memakai ukuran kebudayaan subjek yang sedang diteliti  (lihat Creswell, 1994 dan Pelto & Pelto, 1978:55). Sedangkan dalam analisis  data, peneliti akan menguraikan secara terperinci dan bersifat kualitatif, yakni ditandai oleh ciri data yang berhubungan dengan kategori-kategori. Misalnya, penjabaran secara kongkret tentang siapa melakukan apa, mengapa mereka melaku​kannya,  serta apa pengaruh dari aktivitas-aktivitas dan interaksi tersebut terhadap kelangsungan usaha mereka (Vayda,1983: 265-281). 

D. 5. Teknis Penulisan Laporan
Penulisan laporan penelitian sengaja dengan format secara cair tetapi tidak meninggalkan substansi akademik. Tujuan tulisan dengan format cair ini adalah untuk menciptakan format la[poran yang lebih komunikatif, tanpa harus meninggalkan akurasi dan analisis data secara komprehensif, di antaranya judul-judul setiap bab tidak menggunakan kalimat yang baku dan kaku, tetapi lebih berkesan populer. 
� Bahkan kalau melihat catatan Kompas, sepanjang tahun 2003 sebelum Lebaran 1424 H, paling tidak terdapat 14 kasus penggusuran yang dilakukan Pemda DKI terhadap permukiman warga. Penggusuran juga dialami pedagang kaki lima (PKL). Mulai dari warga Jembatan Besi, Kampung Catering, Cengkareng, Kali Adem, hingga Tegal Alur dan Pedongkelan. Dari 14 kasus penggusuran tersebut, sedikitnya 6.960 keluarga kehilangan tempat tinggal. Jika satu keluarga diasumsikan terhadap empat hingga lima anggota keluarga, bisa dibayangkan sudah lebih dari 27.840 jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Jumlah tersebut belum ditambah dengan puluhan ribu PKL yang harus menyingkir dari DKI Jakarta demi menciptakan Jakarta yang bersih, tertib, dan indah. Bila di Jakarta diperkirakan terdapat 20.000 PKL dengan penghasilan rata-rata Rp 50.000 per hari. Paling tidak senilai Rp 1 miliar uang yang hilang akibat mereka kehilangan tempat usaha. Itu baru satu hari. Bila mereka tidak bisa berjualan lagi dan juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan baru selama satu bulan, maka Rp 30 miliar menguap. Bila satu tahun, nilainya mencapai Rp 1,6 triliun. Jumlah yang sangat fantastis! Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu menyediakan dana sebesar Rp 1,6 triliun bagi para PKL yang sudah tidak bisa berusaha lagi bila keberadaan mereka terus digusur? Sangat mustahil! (� HYPERLINK "http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/22/sorotan/756847.htm" ��http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/22/sorotan/756847.htm�)





� Seperti  kita ketahui bahwa metode wawancara, pada  dasarnya  dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:  (1) wawancara berencana dan (2) wawancara tak berencana. Dalam kaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tak berencana yang termasuk dalam wawancara tak berstruktur  tetapi tetap berfokus pada satu topik yang dibahas. Pemilihan metode wawancara ini, peneliti lakukan, karena untuk mewawancarai  informan tersebut justru menghindari suasana formal, lebih  dari  itu wawancara peneliti lakukan  bisa sampai berulang kali dan tempat wawancara pun tidak bisa direncanakan sebelumnya 
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